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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
 
          Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program 

dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan 

taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut 

lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif 

bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga 

proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang 

baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam 

penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, 

transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap 

menjunjung supremasi hukum.  

            Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas 

kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk 

menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang 

kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan 

dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan 

suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di 

setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran 

sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai 

sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA 

maupun RENJA, yang telah ditetapkan. 

            Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum 

Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan 

pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah 
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yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan 

menetapkan Indikator Kinerja Utama. 

 

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU 

 

                   Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung disusun dengan 

maksud dan tujuan : 

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik. 

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

1.3. Landasan Hukum 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4405); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, 

tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009; 

9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia 

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 891/III.24/HK/2016 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota 

Bandar Lampung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi  

Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung Tahun 2016-2021. 

 


